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Pengadaan Barang/Jasa oleh Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

Barang/Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor atau di tingkat Institut

Pertanian Bogor yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegerasi dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa
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Pembahasan

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja



Dasar Hukum

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut

Pertanian Bogor. Pasal 95 ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan

barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja negara diatur dengan Peraturan Rektor.

2. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 13/IT3/LK/2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor.

3. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/LK/2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor 13/IT3/LK/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut

Pertanian Bogor.

4. Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3/LK/2020 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor 13/IT3/LK/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut

Pertanian Bogor



Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.

2. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud

fisik lainnya.

3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

4. Jasa Lainnya adalah layanan jasa yang dapat berupa kebutuhan

kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware)

dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau

penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi, dan pengadaan Barang.



Pelaku Pengadaan 

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

1. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin

penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor/Pejabat

Penanggung Jawab Pengguna Anggaran (PJPA);

2. Kuasa Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran yang

selanjutnya disingkat KPJPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa

dari PJPA/Rektor untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran Institut Pertanian Bogor.

3. Pejabat Pembuat Persetujuan yang selanjutnya disingkat PPP

adalah pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan

PJPA/KPJPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Institut

Pertanian Bogor.

4. Pejabat Persetujuan Unit yang selanjutnya disingkat PPU adalah

pejabat pimpinan unit (ex officio) yang memiliki kewenangan

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran IPB

pada Unit Kerja.



Pelaku Pengadaan 

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

5. Tim Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang

ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan pemilihan Penyedia

Barang/Jasa.

6. Pejabat Pemilihan adalah pejabat khusus yang ditetapkan oleh

Rektor yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Khusus dan Penunjukan

Khusus dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta

rupiah) untuk Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya serta

nilai sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk

Jasa Konsultan.

7. Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/orang/tim yang

ditugaskan oleh Rektor yang memiliki kewenangan menerima dan

memeriksa hasil Pengadaan Barang/Jasa.

8. Sekretariat Pejabat Pembuat Persetujuan yang selanjutnya

disingkat SPPP adalah tim khusus yang ditetapkan oleh Rektor yang

memiliki tugas menyusun dan mengusulkan rencana pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan PPP.



Pelaku Pengadaan 

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

9. Petugas Pembelian adalah pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan

Unit Kerja untuk melaksanakan pembelian Barang/jasa pada Unit

Kerja dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta

rupiah).

10. Petugas Penerima Belanja Unit adalah pegawai yang ditugaskan

oleh pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan penerimaan dan

pemeriksaan Barang/jasa pada Unit Kerja dengan nilai dibawah

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

11. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh Rektor yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa dan memberikan

saran-saran teknis dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

di Institut Pertanian Bogor.

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/layanan jasa.



Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

1. Bukti Pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa sampai

dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

2. Surat pesanan dan Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan

Barang/Jasa sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3. Surat Perintah Kerja (SPK) sederhana digunakan untuk

Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

4. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan

Barang/Jasa diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai

dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kecuali Jasa

Konsultan dari Rp.0 (nol rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000

(dua ratus juta rupiah); dan

5. Surat Perjanjian, dipergunakan dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta

rupiah). Kecuali Jasa Konsultan diatas Rp200.000.000 (dua ratus juta

rupiah).



Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa
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Bukti Pembayaran Barang dan Jasa 

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

1. Bukti Pembayaran/Struk digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

2. Surat pesanan dan Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan

Barang/Jasa sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3. Berita Acara Pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

diatas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)



Bukti Pembayaran Barang dan Jasa 

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa
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7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja



Bukti Pembayaran Barang dan Jasa 
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2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa
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7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja



Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan 

Jasa ke Unit Pengadaan

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit 

Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja



Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan 

Jasa ke Unit Pengadaan

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit 

Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja



Metode Pengadaan Barang dan Jasa

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit 

Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja



Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di 

Unit Kerja

1. Dasar Hukum

2. Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelaku Pengadaan

4. Bukti Perikatan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Bukti Pembayaran Barang dan Jasa

6. Tatacara Mengusulkan Pengadaan Barang dan Jasa ke Unit Pengadaan

7. Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Kerja

Rp. 10 Juta
> Rp. 10 Juta ≤ Rp. 50 

Juta
> Rp. 50 Juta ≤ Rp. 100 Juta

Tahapan
Pengadaan

Langsung Transaksi

Surat Menyurat :
1. Undangan Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Verifikasi dan Negosiasi

Harga dan Teknis
4. Surat Pesanan dan

Kuitansi. Atau Bukti
pembelian Bukti
transfer

1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Surat Undangan kepada penyedia.
3. Penyampaian Penawaran
4. Verifikasi dan Negosiasi Harga dan Teknis
5. Surat Perintah Kerja Sederhana (SPKs)
6. Serah terima barang.
7. Pembayaran.
8. Kwitansi

Bukti
Pembayaran

Struk atau Bukti
Pembayaran lainnya yang 
sah.

Surat Pesanan dan Kuitansi Surat Perintah Kerja Sederhana (SPK Sederhana)

Dokumen –
Dokumen yang 
diperlukan

Struk pembelian

1. Form Undangan
Penawaran.

2. Form Surat Penawaran.
3. Form Berita Acara 

Verifikasi dan Negosiasi
Harga dan Teknis

4. Form Surat Pesanan dan
Kuitansi.

1. Dok Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Surat Undangan Penawaran kepada penyedia.
3. Dok isian Kualifikasi dan Fakta Integritas.
4. Surat Penawaran Penyedia
5. Dok Klarifikasi dan Negosiasi
6. Surat Perintah Kerja Sederhana (SPK).
7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
8. Pembayaran (SPK Sederhana).



Terima kasih


